BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka
penanggulangan kondisi kegawatdaruratan baik gawat
darurat medis maupun non medis diperlukan respon yang
cepat, tepat, cermat dan terintegrasi guna meminimalisir
timbulnya korban;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menyelenggarakan sistem
penanggulangan gawat darurat terpadu di Kabupaten
Tulungagung yang diatur dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembara Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Progam Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 874);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 802);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856 / Menkes / SK /
IX / 2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat,;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 Nomor 3 Seri Dj;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014
Nomor 17 Seri E};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Tulungagung.

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang
selanjutnya disingkat RSUD Dr. Iskak adalah rumah sakit
milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.
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Kepolisian Resort Tulungagung yang selanjutnya disebut
Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian
Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tulungagung yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung.
Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung yang selanjutnya
di sebut Kodim adalah komando pembinaan dan operasional
kewilayahan TNI Angkatan Darat di Kabupaten Tulungagung.
Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di sebut Satpol
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tulungagung.

Relawan adalah kelompok masyarakat maupun perorangan
yang peduli dan terlatih terhadap penanggulangan
kegawatdaruratan.

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang
selanjutnya disebut SPGDT adalah suatu sistem yang
bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis dan
non medis yang cepat, cermat, dan tepat untuk
menyelamatkan jiwa atau anggota badan serta mencegah
kecacatan dan kerusakan harta benda yang terjadi di
masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tulungagung yang
terintegrasi dan berbasis call center.

Gawat Darurat adalah keadaan klinis seseorang/situasi yang
membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan
nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut atau situasi
agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah/berakibat fatal.
Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center
yang selanjutnya disebut PSC adalah Pusat pelayanan yang
menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang
berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di
kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan
untuk mendapatkan respon cepat.

Keadaan Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seorang
pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan
menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota
badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat
pertolongan secepatnya.

Keadaan Kegawatdaruratan Non Medis adalah kondisi sarana,
prasarana sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan
ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat
dan perlu penanganan segera untuk meminimalisir dan
bahkan menghilangkan dampaknya.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh instansi
pemberi layanan kegawatdaruratan dalam rangka pemakaian
sarana prasarana dalam rangkaian aktifitas penanganan
keadaan gawat darurat.

Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh
tenaga/pegawai pemberi pelayanan publik dalam rangkaian
aktifitas pencegahan maupun penanganan kondisi gawat

darurat.
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Pelayanan Transportasi adalah pelayanan transpotasi dalam
rangkaian pencegahan maupun penanganan keadaan
keadaan gawat darurat medis dan non medis.

Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan
kegawatdaruratan yang mengatur pelimpahan tugas dan
tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik
vertikal maupun horizontal.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah yang selanjutnya
disebut Faskes suatu fasilitas yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau
masyarakat dalam rangkaian penanganan kegawardaruratan,
yang termasuk kategori Faskes ke Satu yaitu Puskesmas dan
Klinik.

Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan lanjutan adalah suatu
komponen sistem pelayanan kesehatan yang ditetapkan
sebagai Rumah Sakit Rujukan yaitu Rumah Sakit Dr. Iskak
Tulungagung dan Rumah Sakit Rujukan lainnya.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

Fasilitas Pelayanan Non Kesehatan adalah suatu fasilitas
pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta yang
digunakan dalam rangkaian pencegahan, penanganan
keadaan gawat darurat maupun rehabilitasi dampak yang
timbul akibat keadaan kegawat daruratan.

Tim Gerak Cepat adalah tim yang terdiri tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan/tenaga lainnya yang sudah terlatih
untuk menangani kondisi gawat darurat yang dibentuk oleh
masing-masing instansi.

Pelayanan Pra Rumah Sakit atau Pre Hospital Care yang
selanjutnya disebut PHC adalah pelayanan kegawatdaruratan
yang dilakukan sebelum sampai di rumah sakit baik oleh Tim
Gerak Cepat, petugas rumah sakit maupun puskesmas dan
sarana kesehatan lainnya yang ditunjuk.

Pusat Komando Nasional (National Command Center) yang
selanjutnya  disebut NCC adalah Pusat panggilan
kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode
akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Kode akses telekomunikasi 0355-320119 yang selanjutnya
disebut Call Center adalah suatu desain sistem dan teknologi
menggunkanan konsep pusat panggilan terintegrasi bertugas
menerima panggilan emergency atau gawat darurat medis dan
non medis untuk memberikan bantuan solusi permasalahan
kesehatan dan non kesehatan bagi masyarakat.
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Command Centre adalah pusat komando Polres yang berbasis
teknologi informasi tingkat tinggi dalam rangka mencegah
dan menangani keadaan kegawatdaruratan yang terintegrasi
dengan Call Center.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya di = sebut Pusdalops-PB  adalah  pusat
pengendalian operasi penanggulangan bencana yang
berkedudukan di BPBD yang terintegrasi dengan Call Center.

Penanganan Medis adalah tindakan profesional oleh dokter
dan atau tenaga kesehatan terhadap pasien dengan tujuan
memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan,
menghilangkan dan atau mengurangi penderitaan.
Masyarakat miskin adalah masyarakat yang kondisi social
ekonomiya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan
Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari
Lurah atau Kepala Desa.

Pimpinan Institusi yang selanjutnya di sebut Kepala Institusi
adalah Pimpinan Institusi yang tergabung dalam jejaring
penyelenggaraan PSC.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari SPGDT adalah :

a.
b.

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan.
mempercepat waktu penanganan (respon time)} dalam
memberikan pertolongan pertama atas kasus
kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat sampai tuntas
baik gawat darurat medis maupun non medis;

. memberikan bantuan rujukan ke fasilitas/instansi diatasnya

terhadap kasus kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat;

. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus

kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum
mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;

. memberikan pelayanan penanganan non medis atas kasus

kegawatdaruratan non medis yang terjadi di masyarakat.
meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar
instansi terkait dalam penanganan kegawatdaruratan,;

. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan

gawat darurat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan

pelayanan kegawatdaruratan medis dan non medis.

A
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BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas:
a. sistem komunikasi gawat darurat;
b. sistem penanganan korban gawat darurat; dan
c. sistem transportasi gawat darurat.

(2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan
korban gawat darurat, dan sistem transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama
lain.

(3) Alur penyelenggaraan SPDGT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk PSC.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan Faskes maupun
fasilitas pelayanan non kesehatan.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT antara lain
Puskesmas, Polres, BPBD, Kodim, Satpol PP, maupun
relawan.

Bagian Kedua
Sistem Komunikasi Gawat Darurat

Paragraf |
Umum

Pasal 7

(1) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Call Center
yang ditempatkan di RSUD Dr. Iskak.

(2) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara NCC,
Command Centre Polres, dan Pusdalops-PB BPBD.

Ao
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Paragraf 2
Call Center

Pasal 8

(1) Call Center mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi
dan panduan terhadap penanganan kasus
kegawatdaruratan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Call Center bertugas :

a. memilah panggilan gawat darurat/non gawat darurat;

b. meneruskan panggilan ke Tim Gerak Cepat yang
merupakan bagian dari PSC; dan

c. dokumentasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahui dan/atau  mengalami
kegawatdaruratan medis maupun non medis dapat
melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center
119 atau 0355-320119.

Paragraf 3
PSC

Pasal 10

(1) PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan
wadah  koordinasi untuk memberikan pelayanan
kegawatdaruratan medis maupun non medis secara cepat,
tepat dan cermat bagi masyarakat.

(2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.

(3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara bersama-sama dengan rumah sakit, Puskesmas,

(4) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitas
Faskes maupun fasilitas non kesehatan yang berfungsi
melakukan pelavanan kegawatdaruratan dengan
menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam
sistem aplikasi Call Center 119 atau 0355-320119.

Pasal 11

PSC mempunyai fungsi :

a. pemberi layanan kegawatdarutan medis maupun non
medis;

b. pemandu pertolongan pertama (first aid)

c. pengevakuasi korban gawat darurat, sarana dan/atau
harta benda; dan

d. pengkoordinasi dengan Faskes maupun fasilitas non

kesehatan.
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Pasal 12

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, PSC memiliki tugas :

a. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis maupun
non medis;

b. memberikan layanan ambulans, pemadam kebakaran,
ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang
diperlukan.

c. memberikan informasi tentang Faskes maupun fasilitas
pelayanan non kesehatan lainnya.

Pasal 13

PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan di
RSUD Dr. Iskak

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan PSC dalam SPGDT membutuhkan
ketenagaan.

(2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Tim Koordinator;
b. Tim Gerak Cepat; dan
c. Operator Call Center.

Pasal 15

(1) Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) huruf a memiliki tugas :

a. bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan PSC,;

b. mengkoordinasikan Tim Gerak Cepat;

c. mengendalikan dan memonitoring penyelenggaraan
PSC;

d. menyusun perencanaan anggaran penyelenggaraan
PSC;

e. merencanakan pengembangan penyelenggaraan PSC
jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

f. mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja PSC;

g. mengkoordinasikan pelayanan kegawatdaruratan
secara professional di tempat kejadian maupun selama
perjalanan ke pusat sarana pelayanan kesehatan;

h. mengkoordinasikan pelayanan ambulans yang
profesional dan sistematis;

i. mengkoordinasikan pelayanan gawat darurat PHC yang
cepat dan tanggap di masyarakat;

(2) Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 16

(1) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. tenaga kesehatan yang terlatih untuk penanganan
kegawatdaruratan,;
b.tenaga non kesehatan/tenaga lainnya dari unsur
Polres, Kodim, BPBD, Satpol-PP maupun Relawan yang
terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan.
(2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Institusi yang tergabung
dalam jejaring PSC.

Pasal 17

(1) Operator Call Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf c¢ merupakan petugas penerima
panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan
maupun tenaga non kesehatan dan/atau tenaga lainnya
yang terlatih dalam penangganan kegawatdaruratan.

(2) Operator Call Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan
kebutuhan.

(3) Operator Call Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Supervisor, Call Tacker dan Dispachter yang
‘mempunyai tugas : Ak
a. Supervisor : memantau dan melaksanakan Supervisi

serta menjamin kelancaran sistem kerja
Call Center yang berkualifikasi dengan
Dokter Spesialis Emergency atau
Institusi yang terkait mengenai
/.. .-, kegawatdaruratan;

b. Call Center/: menerima dan menjawab panggilan
| yang masuk, mengoperasionalkan
komputer dan aplikasinya dan
menginput di sistem aplikasi Call
Center 119 atau 0355-320119 untuk

panggilan darurat;

c. Dispachter: melakukan pemilahan kegawat
daruratan baik medis dan non medis
serta menentukan jenis pelayanan
kegawatdaruratan yang dibutuhkan
masyarakat yang berkualifikasi dengan
Call Center.

(4) Operator Call Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Institusi.

A
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Bagian Ketiga
Sistem Penanganan Korban Gawat Darurat

Pasal 18

Sistem penanganan korban gawat darurat terdiri dari :
a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;

b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 19

(1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tindakan
pertolongan terhadap korban gawat darurat medis yang
cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan
tindakan di Faskes.

(2) Tindakan pertolongan terhadap korban gawat darurat medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga
kesehatan dari Tim Gerak Cepat.

(3) Tindakan pertolongan terhadap korban gawat darurat medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
kecepatan penanganan korban gawat darurat.

(4) Pemberian pertolongan terhadap korban gawat darurat
medis oleh masyarakat yang terlatih hanya dapat diberikan
dengan panduan Call Center sebelum Tim Gerak Cepat tiba
di tempat kejadian.

(5) Pemberian pertolongan/penanganan kegawatdaruratan non
medis sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP)
Institusi terkait.

Pasal 20

(1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan pelayanan
gawat darurat medis yang diberikan kepada korban di dalam
Faskes sesuai standar pelayanan gawat darurat.

(2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar
pelayanan multidisiplin ilmu dan multiprofesi.

Pasal 21

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ merupakan tindakan rujukan
terhadap korban gawat garurat medis dari suatu Faskes ke
Faskes lain yang lebih mampu.

e
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Pasal 22

(1) Setiap Faskes miiik institusi berkewajiban turut serta dalam
penyelengaraan PSC sesuai kemampuan.

(2) Faskes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
rumah sakit, Puskesmas dan klinik

Pasal 23

(1) Sistem  transportasi gawat darurat medis dapat
diselenggarakan oleh PSC.

(2) Sistem transportasi gawat darurat medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans.

(3) Standar dan pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1551

Pasal 24

Dalam hal keadaan tertentu dan/atau gawat darurat non medis

penyelenggaraan SPGDT berkoordinasi dengan :

a. dalam keadaan bencana dan/atau kebakaran koordinasi
dilakukan dengan BPBD;

b. dalam hal terjadi gangguan keamanan koordinasi dilakukan
dengan Polres dan/atau Kodim;

c. dalam hal terjadi gangguan ketertiban umum koordinasi
dilakukan dengan Satpol PP.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan SPGDT Pemerintah Daerah

memiliki tanggung jawab:

a. melaksanakan kebijakan/program SPGDT di Daerah;

b. melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain di
dalam dan luar provinsi apabila diperlukan;

c. memfasilitasi kerjasama antar Faskes dalam
penyclenggaraan SPCDT;

d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan
sumber daya manusia dan pendanaan untuk
penyelenggaraan SPGDT,;

e. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas serta
kemampuan dalam melaksanakan kebijakan/program
SPGDT.

vy
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1) Pembiayaan SPGDT terdiri dari :

a. biaya operasional program; dan

b. biaya layanan kegawatdaruratan medis.

c. biaya layanan kegawatdaruratan non medis.

(2) Biaya operasional program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari biaya sarana, prasarana,
pemeliharaan dan operasional PSC.

(3) Biaya operasional PSC sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulungagung, Anggaran Fungsional
RSUD Dr.Iskak dan/atau sumber pendanaan lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari biaya /honor Tim yang terlibat dalam
penyelenggaraan Public Safety Center (PSC) dengan
besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, biaya
transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan
biaya tindakan kegawatdaruratan.

(5) Pengenaan biaya layanan PSC sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sesuai dengan tarip yang berlaku.

(6) Ketentuan pembebanan biaya layanan untuk semua
kegawatdaruratan medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terdiri sebagai berikut :

a. bagi masyarakat miskin biayanya ditangggung oleh
anggaran Pemerintah Daerah;

b. bagi peserta asuransi kesehatan biaya ditanggung
oleh pihak asuransi sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

c. bagi masyarakat bukan peserta asuransi kesehatan
yang mampu biaya ditanggung oleh individu;

d. dalam keadaan bencana alam massal, pembebanan
biaya layanan  dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tulungagung.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 27

(1) PSC harus melakukan pencatatan dan pelaporan
penyelenggaraan SPGDT.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati
melalui Tim Pembina.

A
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BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN

Pasal 28

(1) masyarakat dapat berperan serta dalam SPGDT
(2) bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berupa:
a. menghubungi Call Center, bila menjumpai kondisi
gawat darurat;
b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke
Call Ceniter atau NCC.
c. memelihara sarana dan prasarana SPGDT,;
d. membantu petugas saat dilokasi kejadian apabila
diperlukan; dan
e. memberikan masukan dan saran untuk perbaikan
dan peningkatan SPGDT.

Pasal 29
1) Do anhoos hadils DTTRIN DI svqes wevass ossss s JJ5lenlala
{4} vl USCLLIACiil wJainy LA IVELN J LI IVILS LlGlUu il yaldig uinuvivia

oleh swasta dapat membentuk Tim Gerak Cepat untuk
penanganan kecelakan kerja.

(2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jejaring informasi dengan Call Center.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
PSC selaku pelaksana SPGDT.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalni monitoring dan
evaluasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergitas
kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan
kebijakan /program SPGDT.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan
pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam
kebijakan/program SPGDT yang dilaksanakan oleh PSC.

Py
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Tim penyelenggara SPGDT yang telah dibentuk sebelum
diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan
tugas sampai dengan ditetapkannya ketenagaan PSC yang
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2015
tentang Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu di
Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal |15 September 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,

% SYAHRI LYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tarfggal 15 September 2016
SEKR IS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 30
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERATURAN TULUNGAGUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2016
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ALUR PENYELENGGARAAN SPGDT

Untuk memperoleh pelayanan Call Center PSC masyarakat dapat menghubungi
Pusat Call Center PSC pada nomor telpon 0355-320119 yang bertempat di IGD
RSUD Dr. Iskak atau 119 yang terhubung ke NCC sebagai pemberi informasi
dan panduan terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan.

Ketika ada kejadian yang membutuhkan pertolongan segera, baik kasus medis
atau non medis, seseorang yang mengetahui kejadian tersebut dapat
menghubungi Call Center PSC pada nomor telepon 0355-320119 atau NNC
119.

Operator Call Center yang disebut Call Taker (petugas penerima panggilan) PSC
akan  mendokumentasikan  laporan dari  penelpon  tersebut dan
menginformasikan kepada petugas Dispachter (petugas pembagi yang
merupakan bagian dari Call Center) serta melakukan koordinasi lintas sektor
apabila diperlukan.

Apabila dari laporan tersebut membutuhkan pertolongan segera (membutuhkan
ambulans dan tenaga kesehatan), maka petugas Dispachter akan menghubungi
bagian Tim PSC yaitu Tim Gerak Cepat/PHC untuk mendatangi tempat
kejadian perkara dengan peralatan yang sesuai kebutuhan dari kejadian
tersebut yang beranggotakan sopir, tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga

1’\1!4')1"\ ‘ Q‘l"\f’f fﬂ?‘]ﬂ"‘l"\ 17‘!!\"3\'!’ O‘i‘A’)‘!"I‘IY‘G{'ﬂﬂ ‘!’\’\01‘!1’\111’\ tannon 1"\11"\1’!'\' Q Oﬂf\]’\‘!]ﬁ
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dlperlukan.

Sementara ambulans dalam perjalanan ke tempat kejadian perkara petugas
Call Taker (bagian dari Call Center) dapat memberikan pengarahan tentang apa
yang harus dilakukan oleh pemanggil tersebut yang sesuai dengan standar
operasional prosedur kepada pasien sampai bantuan tiba di tempat kejadian
perkara melalui telepon. Hal ini dilakukan supaya pemanggil dan atau pasien
tidak panik.

Setelah Tim Gerak Cepat/PHC tiba di tempat kejadian perkara maka Tim
memberikan pertolongan yang sesuai dengan kasus dan standar operasional
prosedur ambulans (trauma atau medis) kemudian Tim Gerak Cepat/PHC akan
membawa korban ke instalasi gawat darurat (IGD) apabila diperlukan sesuai
dengan arahan Call Taker/ Dispachter.

Jika dirasa saat petugas Call Taker mendapatkan informasi dari penelpon vang
tidak membutuhkan pertolongan segera (ambulans dan paramedis) maka
petugas Call Taker dapat memberikan arahan dan bila perlu mengarahkan ke
Faskes terdekat yang sesuai. Semua tindakan medis yang dilakukan harus
didokumentasikan disertai lembaran medis tindakan persetujuan dan
penolakan yang dilampirkan pada status yang berguna untuk legalitas.

Apabila kejadian tersebut tidak hanya membutuhkan pertolongan kesehatan,
maka Call Center dapat berkoordinasi dan memberitahukan Command Centre
Polres, Pusdalops-PB BPBD, Satpol PP, Kodim dan Relawan atau jejaring PSC
sesuai keadaan vang terjadi.

st
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9. Selanjutnya Tim PSC dari institusi terkait akan meluncur ke lokasi dengan
menggunakan petunjuk teknis yang ada di masing masing institusi.

10. Apabila kejadian tersebut merupakan kejadian bencana alam maka pimpinan
lapangan akan diambil alih oleh BPBD.

~4
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ALUR PENYELENGGARAAN SPGDT

MELALUI CALL CENTER 119 (NCC) ATAU 0355-320119 (PSC)

NCC PANGGILAN
DARURAT

TIM GERAK
CEPAK/ PHC

0355 - 320119

~gg

POLRES @ CALL CENTER PSC

BPBD FASKES KESATU

( PUSKESMAS &

KLINIK)

SATPOL PP

Aplikasi Call Center:

LN e

Call Tracker

Algoritma Gadar

Informasi Faskes

Informasi TT

Halo Kemkes

Halo PSC

Informasi Ambulans

Aplikasi Repoting dan Dasboard Monitoring
Waktu operasional 24 jam

FASKES RUJUKAN
RSUD Dr. ISKAK/
RUMAH SAKIT
RUJUKAN LAINNYA

BUPATI,TULUNGAGUNG,

/ SYAHRI LYO



